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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan perumusan masalah serta pembahasan yang telah dijabarkan 

pada bab sebelumnya: 

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksuaal pada anak 

penyandang disabilitas di wilayah Polda NTB yaitu: korban di 

penyidikannya di dampingi oleh Centra Paramita, bantuan PEKSOS, 

psikologis dari Centra Paramita, dan melakukan tes DNA pada anak korban. 

2. Kendala implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan 

seksual pada anak penyandang disabilitas di wilayah Polda NTB yaitu a) 

Korban sulit berbahasa Indonesia dan suasana hati korban sering berubah- 

ubah; b) Kendala struktur hukum, penegak hukum karena tidak paham 

undang-undang dan tidak paham aturan; c) Kendala masyarakat dan d) 

Kendala aturan.  

B. Saran 

Berdasarkan data yang telah yang di dapatkan bahwa tindak kekerasan 

seksual untuk tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, jadi diperlukan 

upaya perlindungan hukumnya dengan tujuan menekan angka tingkat 

kekerasan seksual. Saran  ialah menerapkan sanksi yang lebih berat kepada 

pelaku tindak pidana kekerasan seksual serta perlindungan hukum terhadap 

korban ini lebih ditingkatkan lagi, terutama bagi anak penyandang disabilitas 

serta memberi edukasi kepada lingkungan keluarganya dan tempat tinggalnya. 
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Untuk itu pemerintah yakni pemerintah daerah (Pemda) harus 

memperhatikan serta memfasilitasi penyandang disabilitas khususnya dalam 

sosialisasi pencegahan kekerasan seksual serta membuat Perda khusus kaitan 

pencegahan dan perlindungan kekerasan pada anak penyandang disabilitas. 
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